
xix 

  

ABSTRAK 

 

Pasal 26 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa ini, disebutkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan 

kinerja Kepala Desa. Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Banjengan, pada 

praktiknya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum 

maksimal,hal ini dikarenakan adanya beberapa anggota Badan Permusyawaratan 

Desa yang memiliki pekerjaan lain sehingga ketika musyawarah desa dilakukan 

dalam rangka perumusan penyelenggaraan pemerintahan desa, anggota Badan 

Permusyawaratan Desa masih memiliki kekurangan dalam memikirkan, 

menyampaikan serta mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Pemerintah 

Desa sehingga terjadi miskomunikasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tata kerja Kepala Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa dan untuk mengetahuihambatan pelaksanaan 

hubungan tata kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banjengan Kecamatan Mandiraja 

Kabupaten Banjarnegara. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan 

yuridis normatif (legal research), yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tata kerja Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjengan bersifat kemitraan, konsultasi, dan 

koordinasi. Hubungan kemitraan dalam hal ini dapat dilihat dalam penyusunan dan 

pembahasan rancangan peraturan desa, penyerahan laporan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, 

penyusunan rancangan APBDes, dan pembahasan mengenai pengelolaan kekayaan/ 

aset desa. Hubungan konsultasi dapat dilihat pada pembentukan lembaga 

kemasyarakatan desa dan pengangkatan perangkat atau staf desa. Hubungan 

koordinasi dapat dilihat pada pelaksanaan program yang ada di desa, baik program 

dari pemerintah maupun program yang menjadi hak desa.  

Penelitian ini merekomendasikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa memiliki hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi yang baik karena 

sama-sama memiliki peran dan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 
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